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kapasitas aparatur, dan hambatan dari dinamika politik lokal, termasuk

belum optimalnya kepedulian pemerintah daerah dan pemerintah desa yang
menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan nasional di daerah, misalnya

pelaksanaan SPM ( Surat Perintah Membayar ), peningkatan kerja sama




daerah, dan peningkatan kemudahan perizinan investasi ( RPJMN 2020-
2024 ),

Anggaran dana desa di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan harus dilaksanakan dengan

lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
Laporan Keuangan juga harus selalu ditingkatkan kualitasnya, terutama



Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan di Kabupaten kepulauan
Selayar (Studi pada Desa Bonea Timur kecamatan Bontomanai Kabupaten
Kepulauan Selayar).

B. Rumusan Masalah
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baik rakyat secara langsung periu melakukan pengawasan kepada agen
baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai principles juga
memeriukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah, (Pratama,
2018).



Moe (1984) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan agen
dapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah pnnsipal, politisi
(legislatify adalah agen mereka Politisi (legisiatif) adalah prinsipal,

a. Konsep Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bidang iimu akuntansi
yang saatl ini sedang berkembang dengan sangat pesat tuntutan
mengenai akuntabilitas dan transparansi publik atas dana dana



pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik adanya
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oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas
pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah,
peningkatan kemampuan organisasional dalam  perumusan
pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi keuangan




pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas
dari birokrasi daerah, (Lestari, 2017).
. Pemerintahan Desa

Menurut PERMENDAGR

0 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1. Desa
adalah desa dan desa A disebut dengan nama lain,
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dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

negara kesatuan Republik Indonesia di desa berkedudukan di wilayah
kabupaten/kota (badan pengawasan keuangan dan pembangunan,
2015).
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Kewenangan Desa meliputi kewenangan di  bidang

penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
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sebagian dikuasakan kepada perangkat desa, sehingga pelaksanaan
keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD terdiri
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dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa,

(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015)
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1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
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2) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes,
perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa.

3) Melakukan pengendalian ksnnnn kegiatan yang telah

anggaran belanja kegiatan.
4) Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam

buku pembantu kas kegiatan.
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dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku atau pelaksana
kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan
Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk
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Tata kelola tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar

penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas dan
transparansi sebagal unsur utama bahwa akuntabilitas sebagai
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kepada yang memberi mereka mandat Akuntabiltas bermakna
kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintahan sehingga mengurangi
penumpukan kekuasaan seKaligus menciptakan kondisi saling
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yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus
dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak
publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk
didengar aspirasinya, (Ahluwalia et Al, 2016)
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Berdasarkan uraian di atas akuntabilitas adalah pertanggung
jawaban dari yang diberi mandat contohnya pemerintah dan para aparat
yang bekerja di institusi pemerintahan terhadap kebijakan yang dibuat

dengan tujuan untuk kesejahtera@nir

yaitu laporan Irealisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan semester pertama,
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan selanjutnya laporan akhir semester akhir tahun, disampaikan
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ke BupatiWalikota melalui camat. Dapat disimpulkan bahawa
akuntabilitas pelaporan dana desa adalah pertanggungjawaban
kinerja pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan
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atasan. Dengan diikuti adanya unit pengawasan independen guna
memeriksa dan mempertanggungjawabkan, legitimasi komisi ini
dibangun di atas kemerdekaan mereka agar terhindar dari konflik
kepentingan apapun. Selain dan pemeriksaan internal, terdapat pula
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beberapa unit pengawas yang bertugas untuk menerima keluhan dari
masyarakat sebagai akuntabilitas kepada warga negara.

Berdasarkan buku Pedoman Pemungutan Program
Pembangunan Daerah Bappenias dan Depdagri (2012), akuntabilitas
publik adalah pe
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milik negara atau badan usaha milik daerah. Sementz

dalam artian sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola

oleh tiap-tiap badan hukum dan pertanggungjawaban masing-masing.
Pengelolaan keuangan negara dapat diartikan sebagai keseluruhan

kegiatan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan
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pertanggungjawaban yang secara eksplisit disebut sebagal ruang lingkup

lu pengelolaan keuangan negara
asas pada hukum yang
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disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Saidi (2008:16)

5 Dana Desa
Berdasarkan buku saku dana desa (2017), dana desa adalah dana
APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD




Kholim (2016)

keuangan desa
memiliki persepsi yang
sangat baik dalam
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(ADD) dilaksanakan
dengan menggunakan
prinsip hemat, terarah
dan terkendali.
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serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.




Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan
negara. Prinsip dasar dari good clean government (undang-undang nomor
28 tahun 1999). Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan
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pembangunan yang baik. Adapun kerangka pemikiran yang dimaksud
sebagai berikut.
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D. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya

( oka / G

penelitian ini

atan penting
yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bonea Timur terkait dengan
pengelolaan anggaran pembangunan Desa. Analisis dokumen tersebut
digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari
wawancara dan observasi.




F. Instrumen Penelitian
Pada penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah:

1. Daftar wawancara

2. Buku catatn
3. Perekam suara

4. Alat tulis
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Pembangunan Desa. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai, kemudian
dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka analisis data dalam
penelitian ini dilakukan dengan beberapa komponen yaitu :



1. Reduksi Data (Data reduction)
Menurut Sugiyono, 2015 Reduksi data merupakan proses berfikir
sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan dalam wawasan
yang tinggi. Bagi peneliti yang m baru, dalam melakukan reduksi data
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memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.




3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono, 2015 : “Kesimpulan dalam




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Desa Bonez
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terbentuk suatu pemerintahan (Desa) akan diberi nama Bonea Timur'.
Dari rangkaian cerita sejarah inilah sehingga terbentuk nama desa Bone

Timur,

41
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Desa Bonea Timur di awal pemekaran masih berstatus desa
persiapan. Belum memiliki gedung sendiri, sehingga pada masa itu masih

menumpang di gedung sekolah dasar. Kepala desa pertama yang
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Dusun Bissorang merupakan kampung tertua yang ada di Desa
Bonea Timur. Jarak dusun Bissorang kurang lebih tiga kilometer ke arah

timur. Di dusun Bissorang terdapat peninggalan pada masa Majapahit




berupa meriam jenis cetbang yang merupakan senjata andalan armada

laut kerajaan Majapabhit.
2. Visi Dan Misi




3. Struktur Organisasi Desa

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bonea Timur Kecamatan
Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar

Badan Kepala
Permusyawaratan =~ 4--------
Desa Fatri

Sekretaris Desa

awir Alim, S,
Pd

Kepala b
Seksi 4
ese]

imriani,

Sp

Kepala Dusun
Bissorang

Jamaluddin

bar 4.
Struktur Organisasi Kantor Desa Bonea Timur

a Urusan




1. Job description :
a. Kepala desa
1). Kedudukan, fungsi, dan tugas
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). mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

g). mewakili desanya diluar dan didalam pengadilan dan
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
peraturan perundang — undangan.




h). melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang — undangan.
3). Kewajiban

1). Kedudukan dan tugas
a). sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf yang
membantu kepala desa dan memimpin sekretariat desa.
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b). sekretaris desa mempunyai tugas mengkoordinir dan
menjalankan administrasi  pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan
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kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat,
pelaksana tugas — tugas pemerintahan yang dilimpahkan
kepala desa dan pelaksana kegiatan perencanaan pemerintah
desa,




d. Kepala urusan pembangunan
1). Kedudukan
berkedudukan sebagai unsur  sekretariat, yang
epala desa melalui sekretaris desa
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pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat
desa, pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian
kebudayaan yang berlaku di desa dan pelaksana kegiatan
perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa
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g. Pamong desa
1). Kedudukan
Berkedudukan sebagai unsur teknis lapangan untuk

[

mtintahan desa merumuskan
| ,/_///I’J;'!!“:\ ,
AT

desa dan peraturan kepala desa
c). mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
d). membentuk panitia pemilihan kepala desa
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e). menggali menampung, menghimpun, merumuskan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat
f). Menyusun tata tertib BPD

B. Hasil Penelitian

; \\\}\“"’ 'r//é
P - '
7 NN 2z

pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan
dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan
sehingga benar-benar merespon aspirasi yang berkembang di

masyarakat. Begitu halnya sesuai dengan yang diterapkan pemerintah

I
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desa bonea timur dengan melakukan musyawarah untuk membuka
kesempatan kepada masyarakal dalam membenkan aspirasinya

sekaligus bentuk transparansi dalam perencanaan pembangunan desa.
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dengan adanya keterlibatan masyarakat’.

Apabila ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam hal
pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa untuk
pembangunan desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah




cukup baik Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program
pembangunan desa di desa sehingga diharapkan memperoleh timbal baik
atau tanggapan dari masyarakat dalam upaya memperbaiki kinerja

pembangunan. Hal ini dibukt
informasi berukuran bes
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lokasi kegiatan.

Pembangunan desa dilaksanakan secara gotong royong antara
perangkat desa dan anggota masyarakal serta memanfaatkan kearifan
lokal dan sumber daya alam desa Hal ini sesual dengan pernyataan



bapak Nasirwan S.pd.| kepala urusan pelaksanaan (Jum'at, 26 Februari
2021) yaitu -
"Proses pembangunan desa sepenuhnya melibatkan masyarakat.
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Karena pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses
pembangunan pembangunan desa Masyarakat menyaksikan dan ikut
serta dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sehingga terjalin
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Pelaporan
Pelaporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu
Tindakan atau kegiatan yang dilakukan yang berisi informasi yang

": \\

"‘?/ﬁf“”“\\‘ .

,llu“\

masyarakat bapak Fatahuddin (Senin, 28 Februan 2021).
“Dengan adanya musyawarah yang dilaksanakan dan adanya papan
informasi yang disediakan serta adanya bukti fisik yang dapat kami



sejauh ini masyarakat tidak menyimpan rasa curiga, karena adanya
transparansi dana dari pemerintah ”
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

pedoman dalam proses pembangunan desa Dibuktikan dengan adanya
papan informasi di depan kantor desa sebagai bentuk transparansi kepada
masyarakat.



Pelaksanaan pembangunan di desa Bone Timur diserahkan kepada
setiap dusun. Pembangunan dilaksanakan oleh masyarakal dalam
pengawasan pemerintah desa. Dengan diserahkannya pembangunan kepada
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berupa spanduk sebagai transparansi dana dalam proses pembangunan.
Akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan desa dapat terlihat

dar transparansi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dan

pemerintah daerah Sehingga dapat meminimalkan terjadinya fraud dalam



proses pembangunan desa maupun dalam keseluruhan proses pemerintahan
desa.
Berdasarkan pembahasan di atas bahwa kantor desa Bone Timur
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cakupan yang lebih luas untuk topik yang sama, yaitu lebih banyak

memperoleh data terkait dengan penelitian. Diharapkan hasil penelitian
ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam penelitian

berikutnya yang sejenis.
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Lampiran 1 : Surat Penelitian




Lampiran 2 : Bukti Investasi Proyek
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Lampiran 3 : Spanduk




Lampiran 4 : Beberapa Gambar Pembangunan Yang Terlaksana
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Lampiran 5 : Hasil Wawancara

A. Hasil wawancara perangkat desa

Pertanyaan Jawaban

//"'uw““* "

ang berlaku?

Apakah ada kendala dalam proses | Ada, yang pertama cuaca dan yang
pembangunan desa? kedua pengangkutan barang ke
lokasi karena jarak desa dengan
ibu kota cukup jauh.

Bagaimana rancangan anggaran Sesuai dengan RAP (Rancangan
Anggaran Pembangunan) yang




Pertanyaan Jawaban
biaya pembangunan desa? telah disepakati dalam
musyawarah

Apukahperrmnmhdnnlﬂah .prosadl.u'pang:&loiaan

pengelolaan anggaran
pembangunan desa se

Apakah masyarakat dilibatkan lya kami diundang untuk

dalam proses perencanaan menghadini musyawarah yang
pembangunan? dilaksanakan di balai desa untuk
membahas perencanaan
pembangunan desa dan kami
diberikan kesempatan untuk
mengemukakan pendapat serta
masukan-masukan yang periu
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dibenahi di desa.
Bagaimana keterlibatan Masyarakat dilibatkan penuh dalam
masyarakat dalam proses proses pembangunan, dimana
pembangunan desa? dana pembangunan langsung
disalurkan ke kepala dusun yang
kemudian dikelola oleh

M

kaimi. il
A,III, \su‘, Y am ¢ ) \\\\\
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emudian dikelola oleh
masyarakat.
Bagaimana transparansi Yaitu dengan adanya musyawarah
pemerintah desa mengenai yang dilaksanakan serta adanya
anggaran pembangunan papan informasi yang disediakan.

pembangunan desa?
Apa ada kecurigaan dari Sejauh ini masyarakat tidak




masyarakat mengenai adanya
penyalahgunaan anggaran

menyimpan rasa curiga, karena
adanya transparansi dana dari

pembangunan? pemerintah desa.

Bagaimana pertanggungjawaban | Yang dapat kami rasakan yaitu
pemerintah desa dalam adanya bukti fisik berupa
pengelolaan anggaran )
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Lampiran 6 : Foto Dokumentasi Wawancara
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Lampiran 7 : Hasil Plagiat
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